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PENYELENGGARAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM 

PEMBANGUNAN FISIK DESA SUNGAI PAKU KECAMATAN SINGINGI 

HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

 

ABSTRAK 

 

 

LUSIANA SHEREN 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa 

dalam pembangunan fisik desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif. Lokasi 

penelitian ini Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah Kepala Desa, Ketua 

BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga di Sungai Paku 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 490 

orang. Teknik penarikan sampel Kepala Desa, ketua BPD, Kepala Dusun, 

dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan teknik pengambilan sampel tokoh 

masyarakat dan Kepala Keluarga dengan teknik purposive sampling. Sampel 

terpilih dalam penelitian ini ditetapkan menjadi responden, yaitu berjumlah 34 

orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penyelenggaraan Tugas Kepala 

Desa dalam pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi 

tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi dari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran 

cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan 

pengawasan pembangunan juga cukup baik. 

 

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Tugas Kepala Desa, Pembangunan Fisik. 
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VILLAGE CHIEF OPERATION OF TASKS IN THE DEVELOPMENT OF 

PHYSICAL VILLAGE PAKU RIVER SUB-DISTRICT LIKELY LOST 

DISTRICTS KUANTAN SINGINGI 
  
  

ABSTRACT 
  
  

LUSIANA SHEREN 
  
  

  
This study aims results to find out the carrying out the duties Village of the Head 

in the physical development  the distrik Sungai Paku  Village Singingi 

Hilir districts Kuantan Singingi. Met o de of this study was descriptive survey. 

This research is located in the Sungai Paku Subdistrict Village Singingi 

Hilir districts Kuantan Singingi. The population in this study is Village Head, 

BPD Chairperson, Village Head, Community Leader and Family Head in Sungai 

Paku Village Subdistrict Singingi Hilir districts Kuantan Singingi which 

numbered 490 people. The sampling technique of the village head, the head of the 

BPD, the hamlet head, was carried out by census technique. While 

the sampling technique community leaders and heads of family using purposive 

sampling technique. Selected samples were determined to be respondents in this 

study, which amounted to 34 people. The results of the study show that the results 

of carrying out the Tasks  physical development of the Village Sungai 

PakuKecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi is quite good. This can 

be seen from the results of the recapitulation of responses from respondents about 

the implementation in the physical development of the Village Sungai 

Paku Kecamatan Singingi Hilir Regency Kuantan Singingi from the development 

planning sub-indicators in the measurement category is quite good, the 

implementation is included in the category of fairly good measurement and 

development supervision is also quite good . 

  

Keywords: Implementation, Task of the Village Chief, Physical Development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah.  

Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk republik. Dalam alinea 

ke 4 dari pembukaan UUD 45 dikatakan”Kemudian dari pada itu untuk 

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia tersebut, maka UUD 1945 secara ekplisit menetapkan susunan 

pemerintahan dalam tiga susunan yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah 

dan pemerintah desa. 

Salah satu dari susunan pemerintahan Indonesia adalah Pemerintahan 

Desa. Kedudukan desa sebagai satuan pemerintahan terdapat pada Pasal 18 B ayat 

2 yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
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hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

Saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang desa adalah Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang ini yang 

dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut: 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sesangkan yang disebut dengan pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Pasal 1 angka 1 UU No.6 tahun 2014). 

 

 Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

meliputi: 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.  

b. Kewenangan lokal berskala Desa.  

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 UU No. 6 tahun 

2014). 

 

Pemerintahi Desai menuruti ketentuani umumi pasali 1i Undang-Undangi 

Nomori 6i Tahuni 2014i adalahi Kepalai Desai ataui yangi disebuti dengani namai laini 

dibantui Perangkati Desai sebagaii unsuri penyelenggarai Pemerintahani Desa.i 

Pemeritahani Desai adalahi penyelenggaraani urusani pemerintahani dani 
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kepentingani masyarakati setempati dalami sistemi pemerintahani Negarai Kesatuani 

Republiki Indonesia. 

Secarai eksplisiti Pasali 26i ayati (1)i Undang-Undangi No.i 6i Tahuni 2014i 

mengaturi empati tugasi utamai Kepalai Desa,i yaitu:i  

1. Menyelenggarakani Pemerintahani Desa 

2. Melaksanakani Pembangunani Desa 

3. Pembinaani kemasyarakatani Desa 

4. Pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 78 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa: 

(1) Pembangunan Desa tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangglangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 

dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkleanjutan. 

(2) Pembangunan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

(3) Pembangunan desa mengdepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial 

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan 

desa, sehingga Kepala Desa selaku pemimpin di desa harus bisa menjalankan 

tugas dan fungsinya untuk menjalankan program pembangunan sebagaimana 

diatur dalam Peraturani Pemerintahi Nomori 43i Tahuni 2014.i Berdasarkani Pasali 

114i Peraturani Pemerintahi Republiki Indonesiai i Nomori 43i Tahuni 2014i i 
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Tentangi i Peraturani Pelaksanaani Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 2014i tentangi 

Desa,i perencanaani pembangunani desai disusuni berdasarkani hasili kesepakatani 

dalami musyawarahi desa.i Selanjutnyai Pasali 115i menjelaskani perencanaani 

pembangunani desai menjadii pedomani bagii pemerintahi Desai dalami menyusuni 

rancangani RPJMi Desa,i RKPi Desa,i dani daftari usulani RKPi Desa. 

Musyawarah yang dilakukan di desa biasanya dikenal dengan Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa. Kegiatan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan membahas kegiatan 

pembangunan yang akan dilakukan di kawasan pedesaan, dengan melibatkan 

pemerintah desa dan masyarakat desa, seperti Kepala Desa, BPD serta masyarakat 

setempat. Pada Musrenbang Desa, pembangunan yang direncanakan harus melihat 

kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa tersebut.  

Desa Sungai Paku mrupakan salah satu desa yang teletak di Kecamatan  

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 73,5 Km
2
. Jumlah 

penduduk desa Sungai Paku adalah 1.978 jiwa, terdiri dari Dusun Mekar Utara 

sebanyak 1064 jiwa dengan 265 Kepala Keluarga, Dusun Mekar Selatan sebanyak 

914 jiwa dengan 212 Kepala Keluarga. 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

No Jiwa/KK Dusun Mekar Utara Dusun Mekar Selatan 

1 

 

KK 

RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 

82 85 98 58 73 81 

JIWA 347 366 351 254 329 331 

Jumlah KK 265 212 

Jumlah Jiwa 1064 914 

Total 1.978 Jiwa 

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Paku, 2018. 
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Pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Paku diawali dengan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang di Desa 

Sungai Paku dilakukan dengan tujuan membahas tentang kegiatan pembangunan 

yang akan dilakukan di kawasan desa, dengan melibatkan pemerintah desa dan 

masyarakat, seperti Kepala Desa, BPD serta masyarakat setempat. Dalam 

Musrenbang Desa, pembangunan yang direncanakan harus melihat kebutuhan 

yang diperlukan oleh masyarakat desa tersebut.  

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang sudah 

dilaksanakan di Desa Sungai Paku: 

Tabel 1.2 Pembangunan Fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Tahun 2016-2018. 

 

No Tahun Jenis Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

1 2016 Semenisasi jalan usaha tani 

Volume 450 M x 1 M x 0.1 M 

Rp   74.725.000,- 

Semenisasi jalan pemukiman 

Volume 100 M x 1 M x 0.1 M 

Rp   22.252.000,- 

2 2017 Semenisasi jalan pemukiman  

Volume 0,15 X 2 M X 200 M 

dan 0.15 X 2.5 M X 155 M 

Rp 121.927.000,- 

3 2018 Saluran pembuangan air  Rp 660.000.000,- 

Draenase Rp 130.000.000,- 

Draenase Rp 130.000.000,- 

Sumber: RAB Pembangunan Bidang Infrastruktur Desa Sungai Paku, 2018. 

Berdasarkani keduai tabeli dii atas,i dapati dibandingkani bahwai 

pembangunani fisiki padai tahuni 2018i lebihi banyaki dibandingkani padai tahuni 

2016i dani tahuni 2017.i Artinyai Pemerintahi Desai Sungaii Pakui padai tahuni 

anggarani 2018i memprioritaskani pembangunani infrastrukturi dani fasilitasi desa,i 
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hali inii merupakani aspirasii darii seluruhi elemeni masyarakati desai yangi dibahasi 

padai Musyawarahi Desai Sungaii Paku. 

 Pasali 80i Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 2014i tentangi Desai 

menyebutkani bahwa: 

(1) Perencanaani Pembangunani Desai sebagaimanai dimaksudi dalami 

Pasali 79i diselenggarakani dengani mengikutsertakani masyarakati Desa. 

(2) Dalami menyusuni perencanaani Pembangunani Desai sebagaimanai 

dimaksudi padai ayati (1),i Pemerintahi Desai wajibi menyelenggarakani 

musyawarahi perencanaani Pembangunani Desa. 

 

 Penyelenggaraan tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan 

fisik di desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir, terdapat beberapa fenomena, 

yaitu: 

1. Selama ini masyarakat tidak pernah tidak pernah dilibatkan dalam 

musyawarah pembahasan pembangunan di Desa Sungai Paku, keikutsertaan 

masyarakat tersebut hanya terwakilkan melalui BPD. 

2. Kepala Desa Sungai Paku tidak mampu menggerakkani partisipasii 

masyarakat,i baiki partisipasii dalami bentuki tenaga,i materi,i uangi dani laini 

sebagainya. 

3. Pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sungai Paku terkesan pilih kasih, 

pembangunan cendrung dilaksanakan di dusun tempat perangkat-perangkat 

desa tinggal. 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul: ”Penyelenggaraan Tugas 

Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian fenomena di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah: Bagaimanakah hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penyelenggaraan 

tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan Teoritis 

1. Sebagaii bahani kajiani studii bandingi antarai pengetahuani yangi 

sifatnyai teoritisi dengani kenyataani i yangi adai dilapangan. 

2. Mengembangkani dani memperkayai pengetahuani sertai wawasani 

penulisi tentangi hasili penyelenggaraani tugasi Kepalai Desai dalami 

pembangunani fisiki Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi. 

 Kegunaan Praktis  

1. Hasili penelitiani inii diharapkani dapati memberikani masukani 

tentangi hasili penyelenggaraani tugasi Kepalai Desai dalami 
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pembangunani fisiki Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi. 

2. Menjadii tambahani ilmui bagii pihak-phaki yangi membutuhkan,i 

terutamai untuki penelitii sendiri. 

3. Bagii aktifitasi akademika,i penelitiani inii dapati bermanfaati sebagaii 

reverensii dani sebagaii bahani pertimbangani bagii penelitii yangi akani 

melakukani penelitiani yangi akani datang 
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BAB II 

STUDI  KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Studi Kepustakaan 

1. Konsep Pemerintahan 

Untuk memecahkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai kerangka 

berpikir, maka peneliti akan menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini dalam rangka memecahkan masalah yang telah 

ditentukan. 

Agar konsep dalam penelitian ini lebih jelas, maka peneliti menjelaskan 

beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang 

digunakan merupakan hubungan yang akan disandingkan pada permasalahan 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Menuruti Sedarmayantii (2004:9),i pemerintahi yangi baiki dapati dikatakani 

sebagaii pemerintahi yangi menghormatii kedaulatani rakyat,i yangi memilikii tugasi 

pokoki yangi mencakupi : 

1. Melindungii segenapi bangsai Indonesiai dani seluruhi tumpahi darahi 

Indonesia 

2. Memajukani kesejahteraani umum 

3. Mencerdaskani kehidupani bangsa 

4. Melaksanakani ketertibani umum,i perdamaiani abadii dani keadilani 

sosial. 
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 Terselenggaranyai goodi governancei merupakani prasyarati bagii setiapi 

Pemerintahi untuki mewujudkani aspirasii masyarakati dani mencapaii tujuani sertai 

cita-citai bangsai bernegara.i Dalami rangkai itui diperlukani pengembangani dani 

penerapani systemi pertanggungi jawabani yangi tepati dani jelas,i sehinggai 

penyelenggaraani pemerintahani dani pembangunani dapati berlangsungi secarai 

berdayaguna,i berhasilguna,i bersihi dani bertanggungi jawab,i sertai bebasi Korupsi,i 

Kolusii dani Nepotisme,i (Sedarmayanti,i 2004:12). 

 Pemerintahani adalahi gejalai yangi kompleksi dani berkembangi setuai duniai 

ini.i Iai menjadii bermaknai ketikai mampui memberii artii seluas-luasnyai bagii 

kemaslahatani banyaki orang.i Kondisii inii mensyaratkani agari pemerintahani dapati 

berkembangi sebagaii carai pengelolaani kehidupani bersamai yangi bermanfaati dani 

dapati diterimai secarai universali melaluii distribusii nilaii secarai wajari dani merata. 

Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik 

manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan 

kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan 

lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk 

dan penderitaan dimana-mana. 

Bagiani terakhiri darii pembedaani terminologii pemerintahani olehi Fineri 

menyisakani satui pengertiani yangi menarik,i yaitui hubungani antarai yangi 

memerintahi dani yangi diperintah.i Menurutnyai (dalami Kuper,i 2000:i 419)i relasii 

antarai pemerintahi dani yangi diperintahi berkaitani dengani sejumlahi manai 

peranani pemerintahi dalami melakukani intervensii terhadapi wargai negarai bagii 

upayai mencapaii tujuan.i Dalami fenomenai yangi lazim,i sebagiani pemerintahi 
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yangi menganuti pahami demokrasii berupayai meminimlisasii intervensii terhadapi 

kebebasani individu.i Pemerintahi demokratisi biasanyai menyadarkani dirinyai 

sebagaii “pelayan”i bagii masyarakatnya.i Sebaliknya,i pemerintahani totaliteri lebihi 

memaksimalkani upayai untuki sedapati mungkini menyentuhi kebebasani individuni 

dengani menyadarkani dirii sebagaii “majikan”i bagii merekai yangi diperintah.i 

Sekalipuni demikian,i keduanyai memilikii alasani yangi dapati diterima,i baiki 

karenai kondisii masyarakati maupuni keinginani darii merekai yangi sebagaii 

pemerintah. 

Pemerintahani merupakani gejalai yangi lebihi umumi dibandingkani 

terminologii pemerintahi itui sendiri.i Pemerintahani menunjukkani kepadai aktivitasi 

kekuasaani dalami berbagaii ranahi publik.i Iai tidaki sajai merujuki padai pemerintahi 

itui sendiri,i namuni berkaitani pulai padai aktivitasi dalami berbagaii konteksi 

kelembagaani dengani tujuani mengarahkan,i menegdalikan,i mengaturi semuai hali 

yangi berkaitani dengani ranahi publiki sepertii kepentingani wargai negara,i pemiliki 

suarai (voters)i maupuni parai pekerjai (workers).i Jikai perani pemerintahi sebatasi 

padai otoritasi politiki sematai gunai menjagai ketentramani dani ketertibani umumi 

melaluii fungsii eksekutifnya,i makai menuruti Kuperi (2000:417),i pemerintahi lebihi 

mengacui padai prosesi pengelolaani politik,i gayai ataui modeli pengurusani 

masalah-masalahi umumi sertai pengelolaani sumberi dayai umum.i Dalami konteksi 

itu,i menurutui Robinsoni setidaknyai terdapati 3i nilaii pentingi yangi menjadii 

sentrumi dalami pembicaraani pemerintahan,i yaitu;i akuntavilitas,i legitimasi,i dani 

transparansi.i Akuntabilitasi berkaitani dengani seberapai besari efektivitasi 

pengaruhi darii merekai yangi diperintahi terhadapi orangi yangi memerintah.i Ataui 
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dalami bahasai sederhanai adalahi seberapai besari tingkati kepercayaani (trust)i 

masyarakati terhadapi pemerintahnya.i Legitimasii menunjukkani padai haki negarai 

untuki menjalankani kekuasaani terhadapi wargai negaranyai sertai seberapai jauhi 

kekuasaani tersebuti dipandangi sahi untuki diterapkan.i Hali inii berkaitani dengani 

seberapai wajari dani pantasi kekuasaani pemerintahi patuti dilakukan,i mengingati 

pemerintahi adalahi produki dani representasii darii masyarakati itui sendiri.i 

Transparansii berhubungani dengani seberapai terbukai negarai dalami menciptakani 

mekanismei untuki menjamini aksesi umumi dalami pengambilani keputusan.i Inii 

berkaitani dengani seberapai besari keterlibatani masyarakati dalami prosesi 

pengambilani keputusani yangi meyakinkani merekai sebagaii bagiani darii semuai 

konsekuensii yangi akani terjadii (Labolo,i 2010,20). 

Pemerintahi jugai merupakani kegiatani lembaga-lembagai publici dalami 

menjalankani fungsinyai untuki mencapaii tujuani Negara,i dani yangi menjalankani 

pemerintahani dii sebuti pemerintah.i Secarai umumi tugas-tugasi pokoki 

pemerintahani menuruti Rasyidi (2000:13)i antarai lain: 

1. Menjamini keamanani Negarai darii segalai kemungkinani serangani darii 

luari dani menjagai agari tidaki terjadii pemberontakani didalami yangi 

dapati menggulingkani pemerintahani yangi sahi melaluii cara-carai 

kekerasan. 

2. Memiliharai ketertibani dengani mencegahi terjadinyai keributani 

diantarai wargai masyarakat,i menjamini agari perubahani aparaturi yangi 

terjadii didalami masyarakati dapati berlangsungi secarai damai. 

3. Peraturani yangi adili kepadai setiapi wargai masyarakati tanpai 
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membedakani statusi apapuni yangi melatarbelakangii keberadaani 

mereka. 

4. Melakukani pelayanani umumi dengani memberikani pelayanani dalami 

bidang-bidangi yangi tidaki mungkini dikerjakani olehi lembagai noni 

pemerintah 

5. Melakukani upaya-upayai untuki meningkatkani kesejahteraani sosial. 

6. Menerapkani kebijakani ekonomii yangi menguntungkani masyarakati 

luas. 

7. Menerapkani kebijakani untuki pemiliharaani sumberi dayai alami dani 

lingkungani hidup. 

Selanjutnyai Strongi dalami Syafiiei (2005:22)i mengemukakani maksudnyai 

pemerintahani dalami artii luasi mempunyaii kewenangani untuki memeliharai 

kedamaiani dani keamanani Negara,i kei dalami dani luar.i Olehi karenai itu,i pertama,i 

harusi mempunyaii kekuatani militer,i ataui kemampuani untuki mengendalikani 

angkatani perang,i yangi kedua,i harusi mempunyaii kekuatani legislativei ataui 

dalami artii pembuatani undang-undang,i yangi ketiga,i harusi mempunyaii kekuatani 

financiali ataui kemampuani untuki mencukupii keuangani massyarakati dalami 

rangkai membiayaii ongkosi keberadaani Negarai dalami menyelenggarakani 

peraturan,i hali tersebuti dalami rangkai penyelenggaraani kepentingani Negara. 

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi 

menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk 

merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan 
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mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara 

perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat 

terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur 

asek-aspek kehidupan massyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari 

penyelenggara Negara dapat dicapai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan 

bahwa pemerintahi daerahi dalami hali inii pemerintahi Kabupaten/Kotai merupakani 

organisasii pemerintahi yangi bertanggungi jawabi untuki memberikani pelayanani terhadapi 

masyarakati secarai adili dani merata. 

2. Pemerintahan Desa 

 Pemerintahani Desai merupakani bagiani darii Pemerintahani Nasionali yangi 

penyelenggaraannyai ditujukani padai pedesaan.i Pemerintahani Desai adalahi suatui 

prosesi dimanai usaha-usahai masyarakati desai yangi bersangkutani dipadukani 

dengani usaha-usahai pemerintahi untuki meningkatkani tarafi hidupi masyarakati 

(Surasih,i 2002:i 23). 

Desai merupakani gardai depani darii sistemi pemerintahani Republiki 

Indonesiai yangi keberadaannyai merupakani ujungi tombaki darii pelaksanaani 

kehidupani yangi demokratisi dii daerah.i Peranani masyarakati desai sesungguhnyai 

merupakani cermini atasi sejauhi manai aturani demokrasii diterapkani dalami 

Pemerintahi Desai sekaligusi merupakani ujungi tombaki implementasii kehidupani 

demokrasii bagii setiapi warganya.i i  
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Widjajai (2003:3),i mengemukakani mengenaii pengertiani darii desai adalahi 

suatui kesatuani masyarakati hukumi yangi mempunyaii susunani aslii berdasarkani 

haki asali usuli yangi bersifati istimewai dimanai landasani pemikirani dalami 

mengenaii pemerintahani desai adalahi keanekaragaman,i partisipasi,i otonomii asli,i 

demokratisasi,i dani pemberdayaani masyarakat.i  

Selaini itui tinjauani tentangi desai jugai banyaki ditemukani dalami undang-

undangi maupuni peraturan-peraturani pemerintahi sebagaimanai yangi terdapati 

dalami Peraturani Pemerintahi Republiki Indonesiai Nomori 43i tahuni 2014i tentangi 

Peraturani Pelaksanaani Undang-Undangi Nomori 6i tahuni 2014i tentangi Desai 

yangi memberikani penjelasani mengenaii pengertiani desai yangi dikemukakani 

bahwa: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” (Pasal 1 angka 1). 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1 angka 2). 

 

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” 

(Pasal 1 angka 3). 

 

 Pemerintahan Desa menurut Widjaja  (2003: 3) adalah penyelenggaraani 

Pemerintahani Desai merupakani subsistemi darii sistemi penyelenggaraani 

Pemerintah,i sehinggai Desai memilikii kewenangani untuki mengaturi dani 

mengurusi kepentingani masyarakatnya.i Kepalai Desai bertanggungi jawabi kepadai 
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Badani Permusyawaratani Desai dani menyampaikani laporani pelaksanaani tersebuti 

kepadai Bupati. 

Berdasarkani ketentuani Pasali 26i Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 2014i 

tentangi Desa,i Kepalai Desai bertugasi menyelenggarakani Pemerintahani Desa,i 

melaksanakani Pembangunani Desa,i pembinaani kemasyarakatani Desa,i dani 

pemberdayaani masyarakati Desa.i  

Pasali 78i Undang-Undangi Nomori 6i Tahuni 2014i tentangi Desai 

mengatakani bahwa: 

(4) Pembangunani Desai bertujuani meningkatkani kesejahteraani 

masyarakati Desai dani kualitasi hidupi manusiai sertai penanggulangani 

kemiskinani melaluii pemenuhani kebutuhani dasar,i pembangunani 

saranai dani prasaranai Desa,i pengembangani potensii ekonomii lokal,i 

sertai pemanfaatani sumberi dayai alami dani lingkungani secarai 

berkelanjutan. 

(5) Pembangunani Desai meliputii tahapi perencanaan,i pelaksanaan,i dani 

pengawasan. 

(6) Pembangunani Desai sebagaimanai dimaksudi padai ayati (2)i 

mengedepankani kebersamaan,i kekeluargaan,i dani kegotongroyongani 

gunai mewujudkani pengarusutamaani perdamaiani dani keadilani sosial. 

 Dalami melaksanakani tugas,i Kepalai Desai berwenang: 

a. Memimpini penyelenggaraani Pemerintahani Desa; 

b. Mengangkati dani memberhentikani perangkati Desa; 

c. Memegangi kekuasaani pengelolaani Keuangani dani Aseti Desa; 

d. Menetapkani Peraturani Desa; 

e. Menetapkani Anggarani Pendapatani dani Belanjai Desa; 

f. Membinai kehidupani masyarakati Desa; 
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g. Membinai ketenteramani dani ketertibani masyarakati Desa;i membinai 

dani meningkatkani perekonomiani Desai sertai mengintegrasikannyai 

agari mencapaii perekonomiani skalai produktifi untuki sebesar-besarnyai 

kemakmurani masyarakati Desa; 

h. Mengembangkani sumberi pendapatani Desa; 

i. mengusulkani dani menerimai pelimpahani sebagiani kekayaani negarai 

gunai meningkatkani kesejahteraani masyarakati Desa; 

j. mengembangkani kehidupani sosiali budayai masyarakati Desa; 

k. Memanfaatkani teknologii tepati guna; 

l. mengoordinasikani Pembangunani Desai secarai partisipatif; 

m. Mewakilii Desai dii dalami dani dii luari pengadilani ataui menunjuki 

kuasai hukumi untuki mewakilinyai sesuaii dengani ketentuani peraturani 

perundang-undangan;i dan 

n. Melaksanakani wewenangi laini yangi sesuaii dengani ketentuani 

peraturani perundang-undangan. 

o. Melaksanakani wewenangi laini yangi sesuaii dengani ketentuani 

peraturani perundang-undangan. 

 

 Dalami melaksanakani tugasi Kepalai Desai berhak: 

a. Mengusulkani strukturi organisasii dani tatai kerjai Pemerintahi Desa; 

b. Mengajukani rancangani dani menetapkani Peraturani Desa; 

c. menerimai penghasilani tetapi setiapi bulan,i tunjangan,i dani penerimaani 

lainnyai yangi sah,i sertai mendapati jaminani kesehatan; 

d. Mendapatkani pelindungani hukumi atasi kebijakani yangi dilaksanakan;i 

dan 

e. Memberikani mandati pelaksanaani tugasi dani kewajibani lainnyai 

kepadai perangkati Desa. 

 

Atasi pelaksanaani tugasi tersebut,i kepalai desai berkewajibani memberikani 

pertanggungjawabani berupai pembuatani laporani penyelenggaraani pemerintahani 

desai yangi ditujukani kepadai Bupati/Walikota,i dani laporani pertanggungjawabani 

kepadai BPDi sertai menginformasikani seluruhi laporani penyelenggaraani 

pemerintahani kepadai masyarakat.i Dii dalami laporani tersebuti berisii laporani darii 

semuai kegiatani desai berdasarkani kewenangani desai yangi ada,i sertai tugas-tugasi 

dani keuangani darii pemerintah,i pemerintahi provinsii dani pemerintahi 

kabupaten/kota.i Laporani pertanggungjawabani atasi tugasi kepalai desai inii 

dilakukani sebagaii upayai untuki mewujudkani suatui akuntabiitasi dalami suatui 
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pemerintahani desai sertai sebagaii upayai dalami perwujudani transparansii 

pemerintahi terhadapi masyarakat. 

3. Konsep Otonomi Desa 

Widjajai (2003:i 165)i menyatakani bahwai otonomii desai merupakani 

otonomii asli,i bulat,i dani utuhi sertai bukani merupakani pemberiani darii 

pemerintah.i Sebaliknyai pemerintahi berkewajibani menghormatii otonomii aslii 

yangi dimilikii olehi desai tersebut.i Sebagaii kesatuani masyarakati hukumi yangi 

mempunyaii susunani aslii berdasarkani haki istimewa,i desai dapati melakukani 

perbuatani hukumi baiki hukumi publiki maupuni hukumi perdata,i memilikii 

kekayaan,i hartai bendai sertai dapati dituntuti dani menuntuti dii mukai pengadilan. 

Dengani dimulaii dikeluarkannyai Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 1999i 

yangi kemudiani disempurnakani dengani dikeluarkannyai Undang-Undangi Nomori 

32i Tahuni 2004i tentangi Pemerintahani Daerahi memberikani landasani kuati bagii 

desai dalami mewujudkani “Developmenti Community”i dimanai desai tidaki lagii 

sebagaii leveli administrasii ataui bawahani daerahi tetapii sebaliknyai sebagaii 

“Independenti Community”i yaitui desai dani masyarakatnyai berhaki berbicarai atasi 

kepentingani masyarakati sendiri.i Desai diberii kewenangani untuki mengaturi 

desanyai secarai mandirii termasuki bidangi sosial,i politiki dani ekonomi.i Dengani 

adanyai kemandiriani inii diharapkani akani dapati meningkatkani partisipasii 

masyarakati desai dalami pembangunani sosiali dani politik. 

Bagii desa,i otonomii yangi dimilikii berbedai dengani otonomii yangi dimilikii 

olehi daerahi propinsii maupuni daerahi kabupateni dani daerahi kota.i Otonomii yangi 

dimilikii olehi desai adalahi berdasarkani asal-usuli dani adati istiadatnya,i bukani 
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berdasarkani penyerahani wewenangi darii Pemerintah.i Desai ataui namai lainnya,i 

yangi selanjutnyai disebuti desai adalahi kesatuani masyarakati hukumi yangi 

memilikii kewenangani untuki mengaturi dani mengurusi kepentingani masyarakati 

setempati berdasarkani asal-usuli dani adat-istiadati setempati yangi diakuii dalami 

sistemi Pemerintahani Nasionali dani beradai dii Daerahi Kabupaten.i Landasani 

pemikirani yangi perlui dikembangkani saati inii adalahi keanekaragaman,i 

partisipasi,i otonomii asli,i demokrasi,i dani pemberdayaani masyarakat.i  

Pengakuani otonomii dii desa,i Ndrahai (1997:12)i menjelaskani sebagaii 

berikuti : 

a. Otonomii desai diklasifikasikan,i diakui,i dipenuhi,i dipercayai dani dilindungii 

olehi pemerintah,i sehinggai ketergantungani masyarakati desai kepadai 

“kemurahani hati”i pemerintahi dapati semakini berkurang. 

b. Posisii dani perani pemerintahani desai dipulihkan,i dikembalikani sepertii 

sediakalai ataui dikembangkani sehinggai mampui mengantisipasii masai depan. 

 Otonomii desai merupakani hak,i wewenangi dani kewajibani untuki 

mengaturi dani mengurusi sendirii urusani pemerintahani dani kepentingani 

masyarakati berdasarkani haki asal-usuli dani nilai-nilaii sosiali budayai yangi adai 

padai masyarakati untuki tumbuhi dani berkembangi mengikutii perkembangani desai 

tersebut.i Urusani pemerintahani berdasarkani asal-usuli desa,i urusani yangi menjadii 

wewenangi pemerintahani Kabupateni ataui Kotai diserahkani pengaturannyai 

kepadai desa. 

 Namuni harusi selalui diingati bahwai tiadai haki tanpai kewajiban,i tiadai 

kewenangani tanpai tanggungjawabi dani tiadai kebebasani tanpai batas.i Olehi 
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karenai itu,i dalami pelaksanaani hak,i kewenangani dani kebebasani dalami 

penyelenggaraani otonomii desai harusi tetapi menjunjungi nilai-nilaii 

tanggungjawabi terhadapi Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai dengani 

menekankani bahwai desai adalahi bagiani yangi tidaki terpisahkani darii bangsai dani 

negarai Indonesia.i Pelaksanaani hak,i wewenangi dani kebebasani otonomii desai 

menuntuti tanggungjawabi untuki memeliharai integritas,i persatuani dani kesatuani 

bangsai dalami ikatani Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai dani tanggungjawabi 

untuki mewujudkani kesejahteraani rakyati yangi dilaksanakani dalami koridori 

peraturani perundang-undangani yangi berlakui (Widjaja,i 2003:i 166). 

4. Konsep Tugas 

 Adapuni definisii tugasi menuruti parai ahli,i yaitui Dalei Yoderi dalami 

moekijati (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion or 

element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu 

unsur dalam suatu jabatan). Sementarai Stonei dalami Moekijati (1998:10),i 

mengemukakani bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a 

specific purpose” (Suatui tugasi merupakani suatui kegiatani pekerjaani khususi 

yangi dilakukani untuki mencapaii suatui tujuani tertentu). 

Definisii lainnyai yangi menilaii bahwai tugasi merupakani suatui kegiatani 

spesifiki yangi dijalankani dalami organisasii yaitui menuruti Johni &i Maryi Mineri 

dalami Moekijati (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan 

tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkani menuruti 

Moekijati (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu 
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komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) 

atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. 

Berdasarkani definisii tugasi dii atas,i dapati kitai simpulkani bahwai tugasi 

adalahi kesatuani pekerjaani ataui kegiatani yangi palingi utamai dani rutini dilakukani 

olehi parai pegawaii dalami sebuahi organisasii yangi memberikani gambarani 

tentangi ruangi lingkupi ataui kompleksitasi jabatani ataui organisasii demii mencapaii 

tujuani tertentu.i  

5. Pembangunan Desa 

 Pembangunan mempunyaii pengertiani yangi sangati luas,i secarai sederhanai 

pembangunani itui adalahi perubahani kearahi yangi lebihi baiki dani lebihi majui darii 

sebelumnya.i Pembangunani dapati diartikani jugai sebagaii gagasani untuki 

mewujudkani sesuatui yangi dicitacitakan.i Dimanai gagasani tersebuti lahiri dalami 

bentuki usahai untuki mengarahkani dani melaksanakani pembinaan,i 

pengembangan,i sertai pembangunani bangsa.i Sepetii yangi telahi diuraikani diatas,i 

pembangunani merupakani perubahani menujui kearahi perbaikan.i Perubahani kei 

arahi perbaikani itui sendirii memerlukani pengerahani segalai budii dayai manusiai 

untuki mewujudkani apai yangi dicita-citakan.i Dengani sendirinyai pembangunani 

merupakani prosesi penalarani dalami rangkai menciptakani kebudayaani dani 

peradabani manusia. 

 Menuruti Siagiani (2005:91)i pembangunani adalahi suatui usahai ataui 

rangkaiani usahai pertumbuhani dani perubahani yangi terencanai dani dilaksanakani 

secarai sadari olehi suatui bangsai dani negarai sertai pemerintahani dalami rangkai 

pembinaani bangsa.i Pembangunani yangi dilaksanakan haruslah diusahakan dan 
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direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus 

memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapaunya tujuan pembangunan 

nasional. 

 Pembangunani dapati diartikani suatui konsepi perubahani sosiali yangi 

berlangsungi terusi menerusi menujui kearahi perkembangani dani kemajuani dani 

memerlukani masukan-masukani yangi menyeluruhi dani berkesenambungani dani 

merupakani usaha-usahai yangi dilakukani olehi pemrintahi dani masyarakati untuki 

mencapaii tujuani negarai (Sudiramunawar,i 2002:15). 

 Menuruti Riyadii dani Bratakusumahi (2005:71)i padai hakekatnya,i 

pengertiani pembangunani secarai umumi padai hakekatnyai adalahi prosesi 

perubahani yangi terusi menerusi untuki menujui keadaani yangi lebihi baiki 

berdasarkani norma-normai tertentu.i Mengenaii pengertiani pembangunan,i parai 

ahlii memberikani definisii yangi bermacam-macami sepertii halnyai perencanaan.i 

Istilahi pembangunani bisai sajai diartikani berbedai olehi satui orangi dengani orangi 

lain,i daerahi yangi satui dengani daerahi lainnya,i Negarai satui dengani Negarai lain.i 

Namuni secarai umumi adai suatui kesepakatani bahwai pembangunani merupakani 

prosesi untuki melakukani perubahani  

 Menuruti Siagiani (2005:117)i memberikani pengertiani tentangi 

pembangunani sebagaii “suatui usahai ataui rangkaiani usahai pertumbuhani dani 

perubahani yangi berencanai dani dilakukani secarai sadari olehi suatui bangsa,i 

negarai dani pemerintah,i menujui modernitasi dalami rangkai pembinaani bangsai 

(nationi building)”.i Sedangkani menuruti (Sukirno,i 1995i :13)i dalami pengertiani 
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ekonomii murni,i pembangunani adalahi suatui usahai prosesi yangi menyebabkani 

pendapatani perkapitai masyarakati meningkati dalami jangkai panjang. 

 Padai dekadei tujuhi puluhani timbuli perubahani pendekatani terhadapi 

pembangunan.i Siagiani (2005:127)i mendefinikani pembangunani sebagaii upayai 

untuki meningkatkani kemampuani manusiai dalami mempengaruhii masai 

depannya.i Adai limai implikasikani darii definisii tersebut,i yaitu: 

a. Pembangunani berartii membangkitkani kemampuani optimali manusia,i 

baiki individui maupuni kelompok. 

b. Pembangunani berartii mendorongi timbulnyai kebersamaan,i kemerataani 

dani kesejahteraan. 

c. pembangunani berartii mendorongi dani menaruhi kepercayaani untuki 

membimbingi dirinyai sendirii sesuaii dengani kemampuani yangi adai 

padanyai kepercayaani inii dinyatakani dalami bentuki kesempatani yangi 

sama,i kebebasani memilihi dani kekuasaani memutuskan. 

d. Pembangunani berartii mengurangii ketergantungani negarai yangi satui 

dengani negarai laini dani menciptakani hubungani salingi menguntungkani 

dani dihormati. 

Ketentuani umumi Undang-Undangi Desai mendefinisikani Pembangunani 

Desai adalahi upayai peningkatani kualitasi hidupi dani kehidupani untuki sebesar-

besarnyai kesejahteraani masyarakati desa.i Sedangkani tujuani pembangunani Desai 

dinyatakani dii dalami Pasali 78i ayati (1),i yaitui meningkatkani kesejahteraani 

masyarakati Desai dani kualitasi hidupi manusiai sertai penanggulangani kemiskinani 

melaluii pemenuhani kebutuhani dasar,i pembangunani saranai dani prasaranai desa,i 
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pengembangani potensii ekonomii lokali sertai pemanfaatni sumberi dayai alami dani 

lingkungani secarai berkelanjutan. 

Padai hakekatnyai pembangunani desai dilakukani olehi masyarakati 

bersama-samai pemerintahi terutamai dalami memberikani bimbingan,i pengarahan,i 

bantuani pembinaan,i dani pengawasani agari dapati ditingkatkani kemampuani 

masyarakati dalami usahai menaikani tarafi hidupi dani kesejahteraannya. 

Solekhani i (2014:46)i mengatakani pembangunani desai dilakukani dalami 

rangkai imbangi yangi sewajarnyai antarai pemerintahi dengani masyarakat.i 

Kewajibani pemerintahi adalahi menyediakani prasarana-prasarana,i sedangkani 

selebihnyai disandarkani kepadai kemampuani masyarakati itui sendiri. 

Prosesi pembangunani desai merupakani mekanismei darii keinginani 

masyarakati yangi dipadukani dengani partisipasii masyarakat.i Perpaduani tersebuti 

menentukani keberhasilani pembangunani sepertii yangi dikemukakani olehi 

Solekhani (2014:i 46)i mekanismei pembangunani desai adalahi merupakani 

perpaduani yangi serasii antarai kegiatani partisipasii masyarakati dalami pihaki dani 

kegiatani pemerintahi dii satui pihak. 

Sebagaii penuntuni penyelenggaraani Pembangunani Desai disusuni panduani 

penyelenggaraani Pembangunani Desai yangi dijabarkani dalami Peraturani Dalami 

Negerii nomori 114i tahuni 2014i tentangi Pedomani Pembangunani Desa.i 

Berdasarkani pasali 78,i tahapan-tahapani dalami pembangunani desai terdirii darii 

perencanaani pembangunani desa,i pelaksanaani pembangunani desa,i sertai 

pengawasani dani pemantauani pembangunani desa. 
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Pelaksanaani pembanunani desai dimulaii dengani tahapi perencanaani 

pmbangunani desa.i Sebagaimanai diaturi dalami Peraturani Menterii Dalami Negerii 

No.i 114i tahuni 2014,i tentangi Pedomani Pembangunani Desa,i disebutkani bahwai 

Perencanaani Pembangunani Desai adalahi prosesi tahapani kegiatani yangi 

diselenggarakani olehi Pemerintahi Desai dengani melibatkani Badani 

Permusyawartani Desai dani unsuri masyarakati secarai partisipatifi gunai 

pemanfaatani dani pengalokasiani sumberi dayai desai dalami rangkai mencapaii 

tujuani pembangunani desa. 

Batasani ataui pengertiani perencanaani bermacam-macami sesuaii dengani 

pendapati parai ahlii manajemen.i Menuruti N.i Dunni (2000:169)i perencanaani 

diartikani sebagaii perhitungani dani penentuani tentangi apai yangi akani dijalankani 

dalami rangkai mencapaii tujuani tertentu,i dimanai menyangkuti tempat,i olehi siapai 

pelakui itui ataui pelaksanai dani bagaimanai tatai carai mencapaii itu. 

Dalami perencanaani pembangunani Desa,i selaini mempertimbangkani 

kondisii Desai makai Desai harusi jugai memperhatikani perencanaani pembangunani 

kabupateni kota.i Dani dalami penyusunani perencanaani pembangunani 

sebagaimanai pendapati parai ahlii perencanaani harusi sifatnyai jangkai panjang.i 

RPJMi Desai yangi merupakani Rencanai Pembangunani Jangkai Menengahi Desai 

untuki jangkai waktui 6i (enam)i tahun,i artinyai bahwai perencanaani pembangunani 

desai sudahi memenuhii tujuani yangi diharapkan.i Dani dalami pelaksanaani 

operasionali dii jabarkani dalami rencanai kerjai tahunani dalami bentuki RKPi Desa. 

Darii gambarani tersebuti menunjukani bahwai rencanai pembangunani 

merupakani intii darii semuai proses,i dengani perencanaani yangi baiki diharapkani 



 

 

26 

pelaksanaani pembangunani desai dapati terukuri dani menjadii lebihi baiki sertai 

bersifati jangkai panjang. 

5.2i Pelaksanaani Pembangunani Desa 

Menuruti Terryi dani Ruei (2000:68)i pelaksanaani adalahi kegiatani meliputii 

menentukan,i mengelompokan,i mencapaii tujuan,i penugasani orang-orangi dengani 

memperhatikani lingkungani fisik,i sesuaii dengani kewenangani yangi dilimpahkani 

terhadapi setiapi individui untuki melaksanakani kegiatani tersebut. 

Menuruti N.i Dunni (2000:169)i pelaksanaani adalahi kegiatani menjalankani 

suatui kebijakan/program.i Dalami penelitiani inii adalahi kegiatani Kepalai Desai 

dalami melaksanakani pembangunani fisiki Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. 

Pembangunani merupakani prosesi kegiatani untuki meningkatkani 

keberdayaani dalami meraihi masai depani yangi lebihi baik.i Pengertiani inii meliputii 

upayai untuki memperbaikii keberdayaani masyarakat,i bahkani sejalani dengani erai 

otonomi,i maknai darii konsepi hendaknyai lebihi diperluasi menjadii peningkatani 

keberdayaani sertai penyertaani partisipasii masyarakati dalami prosesi 

pembangunan. 

Olehi karenanyai bahwai dalami pelaksanaannyai harusi dilakukani strategii 

yangi memandangi masyarakati bukani hanyai sebagaii objeki tetapii jugai sebagaii 

subjeki pembangunani yangi mampui menetapkani tujuan,i mengendalikani sumberi 

dayai dani mengarahkani prosesi pembangunani untuki meningkatkani tarafi 

kehidupannya. 
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Hali inii sesuaii dengani arahi kebijakani pembangunani yangi lebihi 

diprioritaskani kepadai pemulihani kehidupani sosiali ekonomii masyarakati ataui 

peningkatani pendapatani masyarakati desai dani menegakkani citrai pemerintahi 

daerahi dalami pembangunan. 

5.3i Pengawasani Pembangunani Desa 

Pengawasani padai dasarnyai diarahkani sepenuhnyai untuki menghindarii 

adanyai kemungkinani penyelewengani ataui penyimpangani atasi tujuani yangi akani 

dicapai.i melaluii pengawasani diharapkani dapati membantui melaksanakani 

kebijakani yangi telahi ditetapkani untuki mencapaii tujuani yangi telahi 

direncanakani secarai efektifi dani efisien.i Bahkan,i melaluii pengawasani terciptai 

suatui aktivitasi yangi berkaitani erati dengani penentuani ataui evaluasii mengenaii 

sejauhmanai pelaksanaani kerjai sudahi dilaksanakan.i Pengawasani jugai dapati 

mendeteksii sejauhmanai kebijakani pimpinani dijalankani dani sampaii sejauhmanai 

penyimpangani yangi terjadii dalami pelaksanaani kerjai tersebut. 

 Selaini itui pengawasani dapati dirumuskani sebagaii prosesi penentuani apai 

yangi harusi dicapaii yaitui standar,i apai yangi sedangi dilakukani yaitui pelaksanaan,i 

menilaii pelaksanaani dani bilai perlui melakukani perbaikan-perbaikan,i sehinggai 

pelaksanaani sesuaii dengani rencanai ataui planningi ,i yaitui selarasi dani seimbangi 

dengani standar). 

Siagiani (2005:112)i menyatakani pengawasani adalahi “prosesi pengamatani 

pelaksanaani seluruhi kegiatani organisasii untuki menjamini agari semuai pekerjaani 

yangi sedangi dilakukani berjalani sesuaii dengani rencanai yangi telahi ditetapkani 

sebelumnya. 
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Pengawasani ataui controllingi menuruti Sujamtoi (2000;i 19)i “segalai 

sesuatui ataui kegiatani untuki mengetahuii dani menilaii kenyataani yangi 

sebenarnyai mengenaii pelaksanaani tugasi ataui kegiatan,i apakahi sesuaii dengani 

yangi semestinyai ataui tidak.” 

 Menuruti N.i Dunni (2000:169)i pengawasani adalahi kegiatani 

membandingkani ataui mengukuri yangi sedangi ataui sudahi dilaksanakani dengani 

kriteria,i norma-normai standari ataui rencana-rencanai yangi sudahi ditetapkani 

sebelumnya. 

 Darii definisi-definisii diatasi makai pengawasani dapati jugai diartikani 

sebagaii satui prosesi untuki menetapkan,i pekerjaani apai yangi sudahi dilaksanakan,i 

menilainyai dani bilai perlui mengoreksinya,i dengani maksudi supayai pelaksanaani 

pekerjaani yangi telahi adai dalami targeti sesuaii dengani rencanai semulai yangi 

telahi ditetapkan. 

Pengawasani padai dasarnyai dimaksudkani untuki memperbaikii kesalahan,i 

penuyimpangan,i ketidaksesuaian,i penyelewengani dani lainnyai yangi tidaki sesuaii 

dengani tugasi dani wewenangi yangi telahi ditentukan.i Adapuni tujuani pengawasani 

menuruti Handayaningrati (2001;143)i adalahi “agari hasili pelaksanaani pekerjaani 

diperolehi secarai berdayagunai (efisien)i dani berhasili gunai (efektif)i sesuaii 

dengani rencanai yangi telahi ditetapkani sebelumnya. 

Pengawasan desa disini dimaksudakan untuki mengawasii apakahi gerakani 

darii organisasii inii sudahi sesuaii dengani rencanai ataui belum.i Sertai mengawasii 

penggunaani sumberi dayai dalami organisasii agari bisai terpakaii secarai efektifi dani 

efisieni tanpai adai yangi melencengi darii rencana. 
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B. Kerangka Pikiran. 

Pembangunan Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan lebih jelasnya diatur dalam Peraturani Menterii Dalami Negerii nomori 

114i tahuni 2014i tentangi Pedomani Pembangunani Desa. 

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa 

Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018. 
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semakini dekati konsepi itui diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak 

mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa 

perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-

konsep tersebut antara lain: 

1. Desai adalahi desai dani desai adati ataui yangi disebuti dengani namai lain,i 

selanjutnyai disebuti Desa,i adalahi kesatuani masyarakati hukumi yangi memilikii 

batasi wilayahi yangi berwenangi untuki mengaturi dani mengurusi urusani 

pemerintahan,i kepentingani masyarakati setempati berdasarkani prakarsai 

masyarakat,i haki asali usul,i dan/ataui haki tradisionali yangi diakuii dani 

dihormatii dalami sistemi pemerintahani Negarai Kesatuani Republiki Indonesia. 

2. Pemerintahani Desai adalahi penyelenggaraani urusani pemerintahani dani 

kepentingani masyarakati setempati dalami sistemi pemerintahani Negarai 

Kesatuani Republiki Indonesia. 

3. Pemerintahi Desai adalahi Kepalai Desai ataui yangi disebuti dengani namai laini 

dibantui perangkati Desai sebagaii unsuri penyelenggarai Pemerintahani Desa. 

4. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awal dalam pembangunan 

desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. 

5. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan 

pembangunan yang ada dii Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi. 

6. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasikan mengenai 

apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. 
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D. Operasional Variabel 

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang penyelenggaraan tugas 

Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii 

Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut 

adalah: 

Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel. 

 
Konsep Variabel Indiktor Item Penelitian Kategori 

I 2 3 4 5 

Tugasi adalahi 

suatui bagiani 

ataui satui 

unsuri ataui 

satui 

komponeni 

darii suatui 

jabatan.i 

Tugasi adalahi 

gabungani 

darii duai 

unsuri 

(elemen)i ataui 

lebihi 

sehinggai 

menjadii suatui 

kegiatani yangi 

lengkap 

(Moekijat, 

1998:11). 
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Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

 
 

 

 

 

 

 

E. Teknik Pegukuran 

 Untuk mengetahui hasil penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 
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Kuantani Singingii akan di jelaskan kedalam beberapa indikator. Selanjutnya 

indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator, dengan tiga kelompok 

kategori yaitu: baik, cukup baik, dan kurang baik. 

a. Dilihat dari perencanaan pembangunan Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi, pengukurannya: 

Baik : Apabila semua itempenilaian dapat dilaksanakan, atau 

jawaban responden pada tabel > 67%. 

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban 

responden pada tabel 34 % -66% 

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat 

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %. 

b. Dilihat dari pelaksanaan pembangunan Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii, pengukurannya: 

Baik : Apabila semua itempenilaian dapat dilaksanakan, atau 

jawaban responden pada tabel > 67%. 

Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban 

responden pada tabel 34 % -66% 

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat 

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %. 

c. Dilihat dari pengawasan pembangunan Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii, pengukurannya: 

Baik : Apabila semua itempenilaian dapat dilaksanakan, atau 

jawaban responden pada tabel > 67%. 
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Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban 

responden pada tabel 34 % -66% 

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat 

dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %. 

 

F. Ukuran Variabel 

Ukuran variabel penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan 

fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii 

adalah sebagai berikut: 

a. Baik : apabila 3 atau seluruhnya dari sub indikator 

terlakasana dengan baik. 

b. Cukup Baik :   apabila 1,2 dari sub indikator terlaksana 

c. Kurang baik  :  apabila dari semua sub indikator tidak terlaksana 

sama sekali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yangi berbentuki analisisi 

deskriptifi yaitui penelitiani yangi bermaksudi untuki melakukani pengukurani secarai 

cermati dani menyeluruhi terhadapi suatui konsepi ataui fenomena-fenomenai sosiali 

tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta.  Menuruti Arikuntoi (2006:12)i “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

mengunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam 

penelitian kuantitaif juga ada data berupa informasi kualitatif”. 

Untuki mempermudahi penulisi dalami mengumpulkani datai yangi 

dibutuhkani dalami penelitiani ini,i makai tipei penelitiani yangi akani digunakani 

adalahi tipei penelitiani survey.i Penelitiani surveii adalahi penelitiani yangi 

dilakukani melaluii pengamatani langsungi terhadapi suatui gejala,i cirii khasi 

penelitiani inii adalahi datai penelitiani dikumpulkani darii respondeni dengani 

menggunakani kuesioner (Iskandar, 2008:66). 

 

B. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian penulis memilih objek penelitian di Desa Sungai Paku 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupateni Kuantani Singingi.i Adapuni alasani penulisi 

memilihi lokasii tersebuti dikarenakani adanya indikasi bahwa pelaksanaan tugas 

34 
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Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan jalan dii Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii belum terlaksana dengan 

baik. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen 

yang menjadi objek penelitian, populasi yang dimaksud tersebut yaitu Kepala 

Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Kepala Keluarga di 

Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. 

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut. 

Tabel. III.1: Daftar Popoulasi dan Sampel Penelitian. 

 

No Sub Populasi Populasi Sampel % 

1 Kepala Desa 1 1 100 

2 Ketua BPD 1 1 100 

3 Kepala Dusun 2 2 100 

4 Tokoh masyarakat ~ 5 50 

5 Kepala Keluarga (KK) 477 25 ~ 

Jumlah 490 34 7 

Sumber: Data olahan, 2018 

 

D. Tenik Penarikan Sampel  

 Sampeli adalahi bagiani darii populasii yangi memilikii karakteristiki yangi 

relatifi samai dani dianggapi bisai mewakilii populasi.i Karenai populasii dalami 

penelitiani inii adai yangi sedikiti dani adai yangi banyak, maka penulis 

menggunakan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel untuk Kepala Desa, 

ketua BPD, Kepala Dusun, dilakukan dengan teknik sensus. Sedangkan untuk 

tokoh masyarakat diambil dengan teknik purposive sampling. Sementara untuk 
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masyarakat diambil dari KK dengan teknik random sampling. Sampel terpilih 

ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu berjumlah 34 orang. 

 

G. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

 Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden 

sehingga diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pekerjaan serta pendidikan terakhir dan data tentang 

penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungai 

Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  

b. Data Sekunder  

 Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi 

berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refernsi-

referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relefansi dengan 

fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang 

tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, jumlah 

penduduk dan organisasi pemerintahan Desa Sungai Paku Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut 

penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. 
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F. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Observasi. Husaini Usman (2009:52) mengatakan teknik observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan 

pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal 

dan data sekunder dari Kantor Kepala Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berguna untuk mengetahui 

situasi dari daerah penelitian. 

b. Kuisioner, menurut Usman (2009:57) kuisioner yaitu pengumpulan data 

dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada 

responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan 

disebarkan Kepala Keluarga di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan 

tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu. 

c. Wawancara. Menurut Riduwan (2009:29) “Wawancara yaitu suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya”. Dalami penelitiani inii penulisi melakukani tanya-jawabi 

kepadai pihak-pihaki terkait,i dengani alasani sebagaii sumberi informasii untuki 

memperolehi datai mengenaii penyelenggaraani tugasi Kepalai Desai dalami 

pembangunani fisiki Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingi. 
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d. Dokumentasi.i Menuruti Riduwani (2009:31),i tekniki dokumentasii adalahi 

ditujukani untuki memperolehi datai langsungi darii tempati penelitian,i meliputii 

buku-bukui yangi relevan,i peraturan-peraturan,i laporani kegiatani dani datai 

yangi relevani penelitian.i Tekniki inii digunakani untuki mendapatkani 

mendapatkani konsepi teorii penelitiani ini. 

 

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Menurut Arikunto (2006:235) analisisi datai merupakani kegiatani yangi 

dilakukani olehi penelitii setelahi datai terkumpul. Dalam penelitian ini setelah data 

berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan 

mengelompokan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan 

kenyataan dilapangan antara kondisi penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingii yang seharusnya dengan kenyataan yang ada dilapangan. 
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H. Jadwal Penelitian  

Tabel III.2:  Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala 

Desa Dalam Pembangunan Fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. 

 

No Keterangan 

Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019 

Jan-Feb Mar-Des Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan UP                 

2 Seminar UP                 

3 Perbaikan UP                 

4 Perbaikan Kuisioner                 

5 Pengurusan Rekomendasi 

Penelitian 
                

6 Penelitian Lapangan                 

7 Penelitian dan Analisis 

Data 
                

8 Penyusunan Laporan 

Penelitian  
                

9 Konsultasi Penelitian                 

10 Ujian Skripsi                 

11 Repisi dan Pengesahan 

Skripsi 
                

12 Penggandaan serta 

Penyerahan Skripsi 
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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 

 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi 

 Kabupateni Kuantani Singingii padai awalnyai merupakani bagiani darii 

Kabupateni Indragirii Hulu,i namuni setelahi dikeluarkannyai Undang-undangi 

Nomori 53i tahuni 1999,i Kabupateni Indragirii Hului dimekarkani menjadii 2i (dua)i 

kabupateni yaitui Kabupateni Indragirii Hului dani Kabupateni Kuantani Singingii 

dengani Ibui Kotanyai berkedudukani dii Teluki Kuantan. 

 Padai saati Kabupateni Kuantani Singingii menjadii sebuahi Kabupateni 

defenitifi yangi terdirii darii 6i (enam)i kecamatani dengani 151i pemerintahani 

Desa/Kelurahan,i sebagaii berikuti : 

1. Kecamatani Kuantani Tengah. 

2. Kecamatani Singingi. 

3. Kecamatani Kuantani Mudik. 

4. Kecamatani Kuantani Hilir. 

5. Kecamatani Cerenti. 

6. Kecamatani Benai 

 Sebagaii pejabati Bupatii Kabupateni Kuantani Singingii terhitungi sejaki 

tanggali 8i Oktoberi 1999i sampaii dengani 8i Oktoberi 2000i adalahi Drs.i H.Rusdjii Si 

Abrus.i Padai bulani Oktoberi 2000i diadakani pemilihani Bupatii Kuantani Singingii 

yangi pertamai dipilihi olehi anggotai legislatif,i sebagaii Bupatii dani Wakili Bupatii 
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terpilihi adalahi pasangani Drs.i H.i Rusdjii Si Abrusi dengani Drs.i H.i Asruli Ja'afari 

periodei 2001-2006.i Ditetapkani berdasarkani Surati Keputusani Menterii Dalami 

Negerii Nomori 131.24.133i Tahuni 2001i dani Surati Keputusani Menterii Dalami 

Negerii Nomori 132.24-134,i diangkati dani ditetapkani sebagaii Bupatii dani Wakili 

Bupatii Kabupateni Kuantani Singingi.i Selangi waktui 2i (dua)i bulani Bupatii 

Kuantani Singingii terpilihi meninggali dunia,i jabatani Bupatii digantikani langsungi 

olehi Wakili Bupati,i ditetapkani menjadii Bupatii Kuantani Singingii berdasarkani 

Surati Keputusani Menterii Dalami Negerii Nomori :i 131.24-316i tanggal,i 20i 

Agustusi 2001.i Kabupateni Kuantani Singingii padai awalnyai membawahii 6i 

(enam)i kecamatani dimekarkani menjadii 15i (limai belas)i kecamatan,i kecamatani 

yangi barui dimekarkani tersebuti adalahi : 

1. Kecamatani Hului Kuantan. 

2. Kecamatani Gunungi Toar. 

3. Kecamatani Singingii Hilir. 

4. Kecamatani Pangean. 

5. Kecamatani Logasi Tanahi Darat. 

6. Kecamatani Inuman. 

7. Kecamatani Sentajoi Raya 

8. Kuantani Hiliri Seberang 

9. Pucuki Rantau 

 Hinggai sekarangi pejabati Bupatii Kuantani Singingii sudahi mengalamii 

beberapai kalii pergantiani yaitu: 

1. Drs.i H.i Rusdjii Si Abrusi periodei tahuni 2000i –i 2001 
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2. Drs.i H.i Asruli Ja'afari periodei 2001i –i 2006 

3. H.i Sukarmisi Periodei Tahuni 2006i –i 2016 

4. H.i Mursinii Periodei Tahuni 2016i -i sekarang 

 Seiringi dengani berhembusnyai "angini reformasi"i memberikani perubahani 

yangi drastisi terhadapi negerii ini,i tidaki terkecualii dii Kabupateni Kuantani 

Singingii sendiri.i Salahi satui wujudnyai adalahi dengani berlakunyai pelaksanaani 

otonomii daerahi yangi mulaii dilaksanakani padai tanggali 1i Januarii 2001. 

 Kabupateni Kuantani Singingii secarai geografis,i geoekonomii dani 

geopolitiki terletaki padai jaluri tengahi lintasi sumaterai dani beradai dibagiani 

selatani Propinsii Riau,i yangi mempunyaii peranani yangi cukupi strategisi sebagaii 

simpuli perdagangani untuki menghubungkani daerahi produksii dani pelabuhan,i 

terutamai pelabuhani kualai enok.i Dengani demikiani Kabupateni Kuantani Singingii 

mempunyaii peluangi untuki mengembangkani sektor-sektori pertaniani secarai 

umum,i perdagangani bananai dani jasa,i transportasii dani perbankani sertai 

pariwisata.i Kabupateni Kuantani Singingii merupakani pemekarani darii Kabupateni 

Indragirii Hului yangi dibentuki berdasarkani UUi No.i 53i tahuni 1999,i tentangi 

Pembentukani Kabupateni Pelalawan,i Rokani Hulu,i Rokani Hilir,i Siak,i Natuna,i 

Karimun,i Kuantani Singingii dani Kotai Batam.i Kabupateni Kuantani Singingii 

terdirii darii 12i (duai belas)i kecamatani dengani luasi wilayahi 7,656,03i km2,i yangi 

beradai padai posisii antarai 0°00i -1°i 00i Lintangi Selatani dani 101i °i 02i -i 1010i 55i 

Bujuri Timur. 

 Adapuni batas-batasi Kabupateni Kuantani Singingii adalah: 

1. Sebelahi Utarai dengani Kabupateni Kampari dani Pelalawan 
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2. Sebelahi Selatani dengani Propinsii Jambi 

3. Sebelahi Barati dengani Propinsii Sumaterai Barat 

4. Sebelahi Timuri dengani Kabupateni Indragirii Hulu 

 Dilihati darii batas-batasi kabupateni yangi langsungi berbatasani dengani 2i 

(dua)i Provinsii yaitui Propinsii Jambii dani Sumaterai Barat.i Hali inii dapati 

memberikani keuntungani bagii Kabupateni Kuantani Singingii apabilai dapati 

memanfaatkani peluangi yangi ada. 

2.i i Visii dani Misii Kabupateni Kuantani Singingii 2011-2016 

a. Visi: 

 “Terwujudnyai Kabupateni Kuantani Singingii yangi bersih,i efektif,i 

religius,i cepat,i aman,i harmonis,i agamis,i berbudayai dani sejahtera”i 

(KUANSINGi BERCAHAYA) 

b. Misi: 

- Peningkatani upayai pemerintahani yangi bersihi sebagaii langkahi 

mewujudkani terciptanyai pemerintahani yangi baiki dii kabupateni 

kuantani singingi 

- Mengefektifkani dani mengoptimalkani kualitasi pendidikani dani 

kesehatani masyarakati kabupateni kuantani singingi. 

- Mempercepati pertumbuhani dani perkembangani ekonomii daerahi 

yangi berkualitasi dani berimbangi sertai mendorongi berbagaii 

lapangani usaha/usahai barui yangi memanfaatkani sumberi dayai 

manusiai lokal/daerah 
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- Membanguni hubungani yangi harmonisi sekaligusi meningkatkani 

responi dani kepekaani aparati pemerintahi kabupateni kuantani 

singingii terhadapi lapisani masyarakat. 

- Meningkatkani keamanani dani ketertiban,i menciptakani iklimi yangi 

kondusifi bagii investori dalami menjalankani usahanyai dii kabupateni 

kuantani singingi, 

- Penanggulangani kemiskinani dani kesenjangani dalami masyarakati 

antari penduduki maupuni antari wilayah. 

- Peningkatani pembangunani infrastrukturi yangi memadai. 

- Peningkatani pemanfaatani sumberi dayai alami melaluii optimalisasii 

agrobisnisi dani agroindustrii dengani tetapi memperhatikani 

kelestariani lingkungani sekitari secarai berkesinambungan. 

- Peningkatani implementasii desentralisasii dani otonomii dii daerahi 

melaluii reformasii birokrasii dani peningkatani pelayanani publik. 

- Meningkatkani stabilitasi kerukunani beragamai dani melestarikani 

adati sertai budayai daerahi dani budayai nasionali dii lingkungani 

masyarakati kabupateni kuantani singingi. 

3.i Penduduki Kabupateni Kuantani Singingi 

 Berdasarkani Sensusi Penduduki 2010,i jumlahi penduduki Kuansingi 

sebanyaki 291.044i jiwa.i Mayoritasi darii merekai adalahi beretnisi Minangkabaui 

yangi merupakani sukui aslii Kuantani dengani persukuani Caniago,i Malayu,i 

Patopang,i Piliang,i Nani Tigo,i Nani Ompek,i Nani Limo,i Nani Onam,i Piliangi 

Soni,i Piliangi Lowe,i Caromin/Camin,i Kampuangi Tongah,i Mandahiliang,i 
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Kampuangi Salapan,i Tigoi Kampuang,i Limoi Kampuang,i Piliangi Ateh,i Piliangi 

Bawah,i Piabada,i Bendang,i Malayui Nyato,i Malayui Jalelo,i Kampai,i Malayui 

Paduko,i Malayui Tumangguang,i Budii Caniago,i Kotoi Piliang,i Piliangi Besar,i 

Caniagoi Besar,i Piliangi Godang,i Piliangi Kociak,i dani Piliangi Tongah.i Diikutii 

olehi Sukui Melayui yangi umumnyai bermukimi dii sekitari daerahi perbatasani 

bagiani Timur,i sertai parai transmigrani asali Jawai yangi banyaki tersebari dii daerahi 

sentra-sentrai transmigrasii dani areali perkebunan.i Selaini itui jugai suku-sukui laini 

yangi masuki belakangani dani umumnyai bekerjai sebagaii buruhi dii perkebunan.i 

Matai pencariani utamai penduduki dii daerahi inii sebagiani besari bertani,i 

sementarai yangi lainnyai bekerjai padai bidangi jasa,i perdagangan,i dani pegawaii 

negeri. 

4.i Perekonomian 

 Sektori pertaniani masihi memegangi peranani pentingi sebagaii sumberi 

pendapatani bagii masyarakati Kuantani Singingi.i Lahani untuki padii seluasi 10.237i 

hai padai tahuni 2001,i dengani hasili produksii 41.312,16i ton.i Padai sektori 

perkebunan,i Kabupateni Kuantani Singingii jugai memproduksii berbagaii 

komoditasi sepertii jeruk,i rambutan,i mangga,i duku,i durian,i nangka,i papaya,i 

pisang,i cabai,i terung,i timun,i koli dani tomat.i Begitui jugai komoditasi laini sepertii 

karet,i kelapa,i minyaki sawit,i coklat,i dani berbagaii tanamani lainnya. 

 Dalami sektori peternakan,i beberapai hewani ternaki yangi dipeliharai antarai 

laini sapii 17.368i ekor,i kerbaui 17.132i ekor,i ayami 200.061i ekori dani itiki 27.442i 

ekor.i Sedangkani sumberi potensiali dii sektori kehutanan,i antarai laini produksii 
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hutani terbatasi 316.700i ha,i hutani konversii 450.00i ha,i hutani lindungi 28.000i hai 

dani hutani margasatwa:i 136.000i ha. 

 Kabupateni Kuantani Singingii memilikii potensiali yangi besari dii sektori 

pertambangani dani energi,i yaitui emas,i batui gamping,i suntan,i batui bara,i gasi 

alam,i pasiri sungai,i sirtu,i mangani dani kaolin.i Padai bidangi industrii yangi 

memilikii potensii ekonomii yaitui industrii minyaki sawit,i industrii lempengani 

karet,i industrii perabotan,i industrii pengolahani makanani tradisional,i dani industrii 

rumahi tangga. 

 Beberapai bidangi potensiali untuki investasii dii antaranyai pembangkiti 

listriki dengani kapasitasi kecil,i agrikultur,i pengolahani airi bersih,i dani 

pengembangani transportasii darati dani sungai. 

5.i Kondisii Sosiali Budayai Masyarakati Kabupateni Kuantani Singingi 

i i i i i i i i i i a.i Agama 

 Kehidupani beragamai dii Indonesiai tidaki terlepasi darii pelaksanaani pasali 

29i UUDi 45.i Negarai menjamini kebebasani untuki melaksanakani ajarani agamai 

dani beribadahi sesuaii dengani ajarani masing-masing.i Pembinaani kerukunani 

hidupi umati beragamai telahi dilaksanakani melaluii musyawarahi kerukunani hidupi 

bernegarai dani pertemuani antari pimpinani umati beragamai dani pemerintah. 

 Kesemarakani kehidupani beragamai ditandaii antarai laini dengani makini 

banyaknyai tempati peribadatan,i pembangunani tempati peribadatani yangi semakini 

berkembang. 
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 b.i Kebudayaan 

 Dalami aspeki kebudayaan,i masyarakati yangi tinggali dii Kabupateni 

Kuantani Singingii merupakani masyarakati cukupi heterogeni yangi padai umunyai 

adalahi masyarakati melayui kuantan.i Sukui pedantangi yangi dominani diantaranyai 

adalahi sukui Jawai yangi datangi kei Kabupateni Kuantani Singingii melaluii 

programi transmigrasi.i Padai umumnyai sukui Jawai mendiamii wilayahi yangi 

terletaki dii daerahi pedesaani ataui perkebunan. 

 c.i Pendidikan 

 Pendidikani formali merupakani suatui prosesi pendidikani yangi berjenjangi 

darii tingkati Sekolahi Dasari (SD)i hinggai Perguruani Tinggi.i Kabupateni Kuantani 

Singingii memilikii potensii dalami bidangi pendidikan.i Potensii tersebuti tidaki 

akani menghasilkani keluarani yangi optimali apabilai tidaki dikelolai dengani baik.i 

Jumlahi SDi Negeri,i SLTPi Negeri,i dani SLTAi mengalamii peningkatani yangi 

cukupi bagus,i yangi berartii bahwai semakini tinggii kesadarani masyarakati akani 

pentingnyai sekolahi (Wajibi Belajari 9i Tahun).i Jumlahi SLTPi dani SLTAi Negerii 

mengalamii banyaki peningkatani demikiani jugai dengani jumlahi muridnya. 

 d.i Kesehatan 

 Padai dasarnyai pembangunani dii bidangi kesehatani bertujuani untuki 

memberikani pelayanani kesehatani secarai mudah,i meratai dani murah.i Salahi 

satunyai adalahi dengani menyediakani fasilitasi kesehatan,i terutamai Puskesmas,i 

Puskesmasi Pembantui dani Puskesmasi kelilingi karenai ketiganyai mampui 

menjangkaui segalai lapisani masyarakati hinggai daerahi terpencil. 

 



 

 

48 

B. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir 

1. Letak Wilayah dan Geogarafis Kecamatan Singingi Hilir 

 Kecamatan Singingi Hilir merupakani salahi satui kecamatani yangi beradai 

dii Kabupateni Kuantani Singingi,i dengani luasi wilayah 1.224,42 Km2 dan terdiri 

dari 12 desa, yaitu Koto Baru, Sungai Paku, Petai, Tanjung Pauh, Marabahan, 

Sungai Bulu, Bukit Raya, Beringin Jaya, Sumber Jaya, Suka Damai, Suka maju 

dan Desa Simpang Raya. 

 Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi yaitu: 

1. Utara : Kabupaten Kampar 

2. Selatan : Kecamatan Singingi 

3. Barat : Kabupaten Kampar 

4. Timur : Kecamatan Logas Tanah Darat 

2. Keadaan Penduduk 

Etnis yang berdomisili di kecamatan Singingi Hilir sebahagian besar etnis 

Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minagkabau, 

Sunda dan Batak. Sedangkan etnis Mingkabau, Sunda dan Batak tidak mendiami 

desa yang spesifik, namum membaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat 

istiadat masyarakat Singingi Hilir adalah bernuansa Melayu.  

Untuk menegetahui jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir 

berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.1 Jumlahi Penduduki Berdasarkani Jenisi Kelamini dii Kecamatani 

Singingii Hilir 

 

No Jenis kelamin Jumlah (jiwa) 

1 Laki-laki 11.743  

2 Perempuan 10.725   

          Jumlah 22.468 

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018 

 Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Kecamatan Singingi Hilir 

adalah sebanyak 22.468 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 11.743 

orangi dani penduduki yangi berjenisi kelamini perempuani berjumlahi 10.725i orang. 

 Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan 

kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu 

pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem 

nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.  

Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir dalam sosial mereka terdapat banyak 

kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-

sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat 

musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat 

solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok 

mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong. 

3. Sarana Pendidikan 

 Pendidikani merupakani hali pokoki yangi sangati perlui diperhatikani dalami 

kehidupani bermasyarakat.i Melaluii pendidikani inilahi yangi menjadikani 

masyarakati siapi dalami menghadapii perubahan-perubahani dalami dinamikai 

kehidupani bermasyarakat,i sepertii membacai dani berhitungi yangi merupakani 
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kemampuani dasari yangi mutlaki diperlukani untuki semuawargai Negarai Indonesiai 

tanpai terkecuali.i Khususi dii Kecamatani Singingii Hiliri Pendidikani untuki 

masyarakati dapati diperolehi sejaki usiai dini,i yaitui dengani danyai PAUDi 

(Pendidikani Anaki Usiai Dini)i telahi berdirii dii kecamatani inii untuki 

membiasakani anaki didiki yangi masihi berusiai dinii untuki belanjar,i desiplini 

sambili bermain.i Selanjutnyai untuki tingkati sekolahi dasari dii Kecamatani 

Singingii Hiliri inii puni tedapati beberapai SDi Negeri,i samai halnyai dengani 

programi pendidikani dasari yangi umumnyai diterapkani padai siswai SDi lainnyai 

yaknii menciptakani dani meningkatkani kemampuani membacai dani berhitungi 

selaini itui masihi banyaki ilmui pengetahuani lainnyai yangi diwajibkani kepadai 

semuai siswai yangi bersekolah,i gunai untuki menambahi wawasani dani kreatifitasi 

siswa.i Dii Kecamatani Singingii Hiliri jugai terdapati Madrasah,i SLTPi dani SLTA. 

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh 

tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman 

kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. 

Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana 

pendidikan supaya Kecamatan Singingi Hilir dapat meningkatkan sumber daya 

manusianya untuk membangun kecamatan Singingi Hilir. 

Tabel IV.2 Gedung Pendidikan di Kecamatan Singingi Hilir  

 

No Pendidikan Banyaknya (Unit) 

1 

2 

3 

4 

5 

TK (Taman Kanak-Kanak) 

SD  

Madrasah 

SLTP  

SLTA 

16 

18 

12 

8 

4 

Jumlah 58 

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018. 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di 

Kecamatan Singingi Hilir sudah tergolong cukup baik dalam menunjang 

pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana 

pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan 

tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.  

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii sudah sangat berkembang hal ini terbukti dengan 

adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan 

tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.  

4. Kondisi Perekonomian  

 Pertumbuhani ekonomii merupakani salahi satui tolaki ukuri keberhasilani 

pembangunani dii daerah.i Adai berbagaii indikatori untuki mengukuri keberhasilani 

pembangunani ekonomii dii suatui daerahi diantaranyai adalahi pertumbuhani 

ekonomi,i perubahani strukturi ekonomi,i tingkati pendapatani perkapitai (PDRB),i 

dani laini sebagainya.i Pertumbuhani ekonomii tersebuti merupakani kontribusii darii 

pertumbuhani berbagaii macami sektori ekonomii yangi secarai tidaki langsungi 

menggambarkani tingkati perubahani ekonomii yangi terjadi.i Bagii daerahi indikatori 

inii pentingi untuki mengetahuii keberhasilani pembangunani yangi telahi dicapaii 

dani bergunai untuki menentukani arahi pembangunani dimasai yangi akani datang. 

 Pertumbuhani ekonomii dapati digunakani untuki mengukuri kinerjai darii 

pelaksanaani suatui prosesi pembangunan,i sehinggai pembangunani yangi berhasili 

salahi satunyai ditentukani olehi tingkati pertumbuhani ekonomii yangi stabil.i 

Melaluii pertumbuhani ekonomi,i dapati diketahuii adanyai peningkatani skalai 
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produksii barangi dani jasa.i Dalami aktivitasi ekonomii masyarakati Kecamatani 

Singingii Hiliri sangati erati kaitannyai dengani systemi matai pencahariani 

masyarakatnya. 

 Jika dilihat dari jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

masyarakat Singingi Hilir memiliki berbagai jenis mata pencaharian seperti yang 

disajikan Tabel berikut: 

Tabel IV.3 Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No Mata pencaharian Jumlah (jiwa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PNS 

Wiraswasta 

Petani 

Pedagang 

Karyawan 

Industri kecil kerajinan tangan 

420 

325 

8.695 

2.476 

1.180 

413 

Jumlah 13.509 

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018. 

 

 Diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak di Singingi Hilir adalah 

yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 8.695 jiwa. 

Sedangkan penduduk yang memiliki mata pencaharian wiraswasta adalah 

golongan terkecil yaitu 325 jiwa.  

5. Agama 

 Ditinjau dari agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kecamatan 

Singingi Hilir beraga Islam hanya sebagian kecil saja yang beraga khatolik, 

Protestan hindu dan Budha. 
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Tabel IV.4 Penduduk Kecamatan Singingi Hilir Menurut Agama 

 

No Agama Jumlah (jiwa) 

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Kristen 

Katolik 

Hindu 

Budha 

22.006 

462 

- 

- 

- 

Jumlah 22.468 

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018. 

 

Jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Singingi Hilir adalah yang 

menganut agama islam yaitu sebanyak 22.006 jiwa, yang beraga kristen yaitu 

sebanyak 462 jiwa dan masyarakat yang menganut agama Katolik, Hindu dan 

Budha tidak ada. 

Kehidupan umat beraga dapat berdampingan dengan harmonis sebagai mana 

terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jumlah tempat ibadah dapat 

dilihata pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.5 Sarana Peribadatan di Kecamatan Singingi Hilir  

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 

2 

3 

Mesjid 

Mushollah/Surau 

Gereja 

27 

73 

1 

Jumlah 101 

Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir, 2018. 

 

Dari uraian tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah 

agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Kecamatan Singingi Hilir. 

Agama Islam di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 
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berkembang dengan pesat. Salah satu indikasinya adalah banyaknya masjid dan 

sarana yang ada di Kecamatan Singingi Hilir. Masjid-masjid tersebut sangat 

diramaikan oleh kegiatan-kegiatan keislaman. Bagi masyarakat di Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yangi beragamai Islami masjidi 

berfungsii sebagaii tempati melakukani ibadahi sholati limai waktu,i tahlilan,i dani 

tempati mengaji.i Keyakinani beragamai Islami dii kalangani masyarakati dii 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni i Kuantani Singingii padai hakikatnyai telahi 

ditanamkani sejaki masai kanak-kanak.i Kewajibani belajari mengajii bagii anak-

anaki yangi beragamai Islami dilakukani padai malami hari,i setelahi selesaii sholati 

magrib,i hali inii dii sebabkani karenai padai siangi harii anak-anaki pergii kei sekolah. 

 

C. Gambaran Umum Desa Sungai Paku 

Desa sungai paku adalah desa yang sebelumnya dinamakan Nagori, 

dipimpin Kepala Nagori (Kepala Desa). Tahun 1940 kepala desa dijabat oleh 

Yahya dan Syafri M sebagai sekdes yang administrasinya mengikuti desa Sungai 

Paku. Pada tahun 1992 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya 

menjabat sebagai kepala desa adalah Agus Salim dan Gunawan sebagai sekdes 

sampai dengan tahun 2000, dan sebagai mana diperiode berikutnya yang menjabat 

sebagai kepala desa Sungai Paku adalah Zainal Arifin dan sebagai sekretaris 

Alwis, dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pada periode berikutnya 

periode 2005 sampai denagan 2011 Zainal Arifin kembali terpilih dan dipercaya 

sebagai kepala Desa Sungai paku, Dengan Sekdes Helman Asri sampaii dengani 

tahuni 2017i digantikani olehi Eldiantoi dani Afrizali sebagaii sekdes. 
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Batasi wilayahi Sungaii Pakui adalah: 

1. Sebelahi Utarai Berbatasani dengani Desai Tanjungi Pauh 

2. Sebelahi Selatani Berbatasani Dengani Desai Kotobaru 

3. Sebelahi Barati berbatasani dengani Giliani Saoki /i Desai Sukai Maju 

4. Sebelahi Timuri Berbatasani Dengani Bukiti Siantani Kampar. 

Desa Sungai Paku memiliki luas wilayah lebih kurang 18.386 Ha. Dengan 

Area Pemukiman sekitar 75 Ha, Ladang atau tegalan 225 Ha, Hutan Lindung / 

HTI 16.114 Ha, perkantoran 0.25 Ha, sekolah 6 Ha, jalan/ sungai 1800 Ha dan 

lapangan sepak bola 1 Ha. 

Jumlah penduduk desa sungai paku berdasarkan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala keluarga :  514 KK, 

2. Laki-Laki  :  1.619 Orang 

3. Perempuan : 1.123 Orang 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari 

hasil penelitian, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan 

mengenai penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desai 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. Dari 

penyebaran kuesioner diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang 

penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi. Untuki memperolehi 

gambarani yangi lebihi jelasi darii datai yangi telahi terkumpul,i dapati dilihati 

distribusii frekuensii dii bawahi ini: 

A. Identitas Responden 

Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel 

penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk 

mengetahui latar belakang responden. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian 

penulis mengemukakan identitas responden dari: 

1. Jenis Kelamin 

  Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu 

golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada 

keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis 
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lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel. V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenisi Kelamin Frekwensi Persentasei % 

1 Laki-laki 32 94.12 

2 Perempuan 2 5.88 

Jumlah 34 100 

Sumber: Data olahan 2018. 

  Dengan melihat data tabel diatas maka diketahui jenisi kelamini respondeni 

mayoritasi adalahi laki-lakii yaitui sebanyaki 33i orangi ataui 97.05i %i dan 

perempuan sebanyak 1 orang atau 2.94 %. 

2. Umur Responden 

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal 

ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis 

dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini adalah: 

Tabel. V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur 

No Umur (Tahun) Frekwensi (%) 

1 30 - 40 19 55.88 

2 41 - 50 12 35.29 

3 51 - 60 2 5.88 

4 61 - 70 1 2.94 

Jumlah 34 100 % 

Sumber: Data olahan 2018. 

  Berdasarkan tabel diatas dari 34 responden yang di data dapat diketahui 

bahwa responden terbanyak adalah berumur 30-40 tahun yaitu 19 orang atau 

55.88 %, kemudian diikuti responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 12 

orang atau 35.29 %, kemudian diikuti responden yang berumur 51-60 tahun 
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sebanyak 2 orang atau 5.88 % sedangkan responden yang berumur 61-70 tahun 

sebanyak 1 orang atau 2.94 %. 

 Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan 

bahwa sebahagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini tergolong 

usia produktif dan dewasa atau matang dalam berpikir, sehingga dianggap mampu 

memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan. 

3. Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban 

responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat 

penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. 

Jika ada yang sama tingkat pendidikanya pun tidak sama daya pemahaman dan 

pengetahuan. 

Tabel. V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekwensi (%) 

1 SD/Sederajat 3 8.82 

2 SLTP/Sederajat 12 35.29 

3 SLTA/Sederajat 15 44.11 

4 Sarjana (S-1) 4 11.76 

Jumlah 34 100 % 

Sumber: Data olahan 2018 

  Dari data di atas menunjukan bahwa mayorotas responden memiliki 

tingkat pendidikan SLTA yakni 15 orang atau 44.11 %, kemudian diikuti SLTP 

sebanyak 12 orang atau 35.29 %, kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyaki 4i 

orangi ataui 11.76i %i dani SDi sebanyaki 3i orangi ataui 8.82i %. 
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B. Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa 

Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

Untuk mengetahui penyelenggaraan tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik desa Sungai paku kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi, penulis menetapkan tiga penilaian dari dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan desa 

2. Pelaksanaan pembangunan desa 

3. Pengawasan pembangunan desa. 

1. Perencanaan Pembangunan Desa 

 Sebagaii langkahi awali dalami mengimplementasikani suatui pembangunani 

dibutuhkani terlebihi dahului suatui perencanaani yangi matang,i sebagaimanai diaturi 

dii dalami Peraturani Menterii Dalami Negerii No.i 114i tahuni 2014,i tentangi 

Pedomani Pembangunani Desa,i disebutkani bahwai Perencanaani pembangunani 

desai adalahi prosesi tahapani kegiatani yangi diselenggarakani olehi pemerintahi 

Desai dengani melibatkani Badani Permusyawaratani Desai dani unsuri masyarakati 

secarai partisipatifi gunai pemanfaatani dani pengalokasiani sumberi dayai desai 

dalami rangkai mencapaii tujuani pembangunani desa. 

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka 

panjang meliputi Rencanai Pembangunani Jangkai Menengahi Desai (RPJMDes)i 

untuki jangkai waktui 6i (enam)i tahuni yangi artinyai bahwai perencanaani 

pembangunani desai sudahi memenuhii tujuani yangi diharapkan.i Dani dalami 
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pelaksanaani operasionali dii jabarkani dalami rencanai kerjai tahunani dalami 

bentukiRencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).  

Penulis menetapkan tiga penilaian dari perencanaan pembangunan fisik 

Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi, 

yaitu: 

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa 

2. Penyusunan RKP Desa 

3. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan 

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan fisik Desa Desai 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Sampel penelitian Tentang Perencanaan 

Pembangunan. 

 

No Sub Indikator 

Kategori Pengukuran 

Baik 
Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 
Jumlah 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Menyusun perencanaan 

pembangunan desa 

 

Penyusunan RKP Desa 

 

 

Keterlibatan masyarakat 

dalam menentukan 

prioritas pembangunan 

2 

(5.88%) 

 

4 

(11.76%) 

 

4 

(11.76%) 

20 

(58.83%) 

 

24 

(70.58%) 

 

18 

(52.94%) 

12 

(35.29 %) 

 

6 

(17.64%) 

 

12 

(35.29%) 

34 

(100 %) 

 

34 

(100 %) 

 

34 

(100 %) 

Jumlah 10 62 30 102 

Rata-rata 3 21 10 34 

Persentase 8.82 % 61.74 % 29.41 % 100 % 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018. 

 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator 

perencanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 
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Kabupateni Kuantani Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu menyusun 

perencanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik, 

sebanyak  20 orang atau 58.83 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang 

atau 35.29 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara 

terhadap penyusunan perencanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dalam kategori cukup 

baik. 

 Pada item kedua yaitu penyusunan RKP Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi, diperoleh sebanyak 4 orang 11.76 % 

responden mengatakan baik, sebanyak 24 orang 70.58 % responden mengatakan 

cukup baik dan sebanyak 6 orang 17.68 % responden mengatakan kurang baik. 

Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penyusunan RKP Desai Sungaii 

Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dalam kategori 

cukup baik. 

Pada item ketiga yaitu keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas 

pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingi diperoleh sebanyak 4 orang 11.76 % responden mengatakan 

baik, sebanyak 18 orang 52.94 % responden mengatakan cukup baik, dan 

sebanyak 12 orang 35.29 % responden mengatakan kurang baik. Dengan 

demikian kesimpulan sementara terhadap keterlibatan masyarakat dalam 

menentukan prioritas pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii 

Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dalam kategori cukup baik. 
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Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan 

responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang  

perencanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi yaitu  sebanyak 21 orang atau 61.74 % mengatakan 

perencanaan pembangunan fisik di Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi cukup baik. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi tentang bagaimana 

perencanaan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa: 

Pembangunan di sini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu 

dengan penyusunan RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. 

Tahapannya itu kami mengikuti sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Semua tahapannya jelas tercantum dalam Permendagri nomor 114 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (hasil wawancara tanggal 6 November 

2018). 

 

Pemerintah Desa Sungai Paku menyusun perencanaan pembangunan desa 

sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan pembangunan desa disusun secara 

berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. Dimanai padai tahapani perencanaani pembangunani desai inii 

diselenggarakani dengani diikutii olehi Pemerintahi Desa,i Badani Permusywaratani 

Desai (BPD)i dani dengani mengikutsertakani masyarakati Sungaii Paku. 
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Dalami Musyawarahi Perencanaani Pembangunani Desa,i masyarakati 

Sungaii Pakui bisai berperani dani ikuti sertai dalami penyusunannya.i Adapuni 

wadahi partisipasii masyarakati dalami perencanaani desai adalahi dalami bentuki 

musyawarahi perencanaani pembangunani Desa. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPDi Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii tentang apakah 

masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi, diperoleh informasi 

bahwa: 

Tidak semua masyarakat ikut dalam musyawarah perencaan 

pembangunan, hanya perwakilannya saja. Tapi, saya dan seluruh anggota 

BPD selalu ikut di setiap musyawarah desa yang berkait dengan rencana 

pembangunan. Agar kita bisa bersama-sama marencanakan pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (hasil wawancara tanggal 6 

November 2018). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Utara tentang 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desai 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii, diperoleh 

informasi: 

Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota 

masyarakat Lembang melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu 

sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan 

masyarakat di masing-masing dusun, kemudian berlanjut ke musyawarah 

Desa untuk menyusun rencana pembangunan, dan terakhir membahas 

rancangan serta menyepakatinya (hasil wawancara tanggal 8 November 

2018). 

 

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam tahap musyawarah rencana 

pembangunan Desa, kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam 

pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha 
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yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam 

musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat. 

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang, 

namun pada saat musyawarah dusun, kehadiran masyarakat sudah cukup baik 

seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Kepala Dusun Mekar Selatan: 

Biasanya saat musyawarah Desa masyarakat yang hadir memang sedikit, 

tapi saat musyawarah dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir 

sekitar cukup banyak. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai 

kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke 

musyawarah desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018). 

 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan fisik di desa Sungai Paku masih kurang baik. 

Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai 

kebutuhan prioritas masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah 

dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah tingkat desa masih kurang dan 

hanya diwakili oleh beberapa masyarakat di setiap dusun. 

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

menyimpulkan perencanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dapat dikategorikan “Cukup Baik” 

atau pada persentase 61.74 %. 

2. Pelaksanaan Pembangunan 

 Untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan fisik Desai Sungaii 

Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi, penulis 

menetapkan tiga penilaian yaitu: 

1. Sosialisasi kegiatan pembangunan 
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2. Pemberdayaan masyarakat 

3. Memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di Desa 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik Desa 

Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir lihat Tabel V.5. 

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan 

Fisik 

 

No Sub Indikator 

Kategori Pengukuran 

Baik 
Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 
Jumlah 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Sosialisasi kegiatan 

pembangunan 

 

Pemberdayaan 

masyarakat 

 

Memanfaatkan SDM dan 

SDA yang ada di desa 

4 

(11.76 %) 

 

6 

(17.64%) 

 

6 

(17.64%) 

14 

(41.17%) 

 

20 

(58.82%) 

 

20 

(58.82%) 

16 

(47.05%) 

 

12 

(35.29%) 

 

8 

(23.52%) 

34 

(100 %) 

 

  34 

(100 %) 

 

34 

(100 %) 

Jumlah 16 54 36 102 

Rata-rata 4 18 12 34 

Persentase 11.76 % 52.94 % 35.29 % 100 % 

Sumber: Olahan penelitian, 2018. 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator 

pelaksanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi yang dinilai pada item pertama yaitu sosialisasi 

kegiatan pembangunan fisik dengan perangkat desa dan masyarakat di Desai 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi sebanyak 4 

orang atau 11.76 % mengatakan baik, sebanyak 14 orang atau 41.17 % 

mengatakan cukup baik dan sebanyak 16 orang atau 47.05 % mengatakan kurang 

baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap sosialisasi kegiatan 

pembangunan fisik dengan perangkat desa dan masyarakat Desai Sungaii Pakui 
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Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dalam kategori kurang 

baik. 

 Pada item kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingi diperoleh sebanyak 6 orang atau 17.64 % mengatakan baik, 

sebanyak 20 orang 58.52 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 12 

orang atau 35,29  % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan 

sementara terhadap pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik 

Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi 

dalam kategori cukup baik. 

 Pada item ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

daya alam dalam proses pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi diperoleh sebanyak 6 orang atau 

17.64 % mengatakan baik, sebanyak 20 orang 58.52 % responden mengatakan 

cukup baik dan sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan kurang baik. Dengan 

demikian kesimpulan sementara terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya alam dalam proses pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi dalam kategori cukup 

baik. 

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan 

responden dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang   

pelaksanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi sebanyak 18 orang atau 52.94 % mengatakan 
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pelaksanaan pembangunan fisik di Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi cukup baik, artinya pelaksanaan pembangunan fisik 

Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi telah 

dilaksanakan dengan cukup baik, namun tidak sesuai dengan rencana kerja yaitu 

tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingi tentang bagaimanakah 

pelaksanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingi, diperoleh informasi bahwa: 

Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai Kepala Desa Sungai 

Paku mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 

dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita 

sosialisasikan dulu kegiatannya lalu melakukan pembekalan kepada 

pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang 

ingin ikut memberikan sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan 

pembangunan desa ini (hasil wawancara tanggal 6 November 2018). 

 

 Jadi pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik Desai Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri, Kepalai Desai Sungaii Pakui mengkoordinasikani 

kegiatani pembangunani desai dengani pelaksanai kegiatan,i perangkati desa,i dani 

masyarakati Desai Sungaii Pakui dengani carai mensosialisasikani kegiatani 

pembangunani tersebuti dengani mengutamakani pemanfaatani sumberi dayai 

manusiai dani sumberi dayai alami yangi adai dii Desai Sungaii Pakui sertai 

mendayagunakani swadayai dani gotongi royongi masyarakati yangi ingini turuti 

sertai ataui berpartisipasii dalami pelaksanaani kegiatani pembangunani dii Desai 

Sungaii Paku. 
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Namun sosialisasi kegiatan pemnbangunan fisik yang dilakukan di desa 

Sungai Paku belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum 

dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa 

pasal 59 menjelaskan, Kepalai Desai menginformasikani dokumeni RKPi Desa,i 

APBi Desai dani rencanai kerjai kepadai masyarakati melaluii sosialisasii kegiatan.i 

Sosialisasii yangi dilakukani olehi pemerintahi desai Sungaii Pakui hanyai sebatasi 

penginformasiani satui kegiatani pembangunani yangi akani dilaksanakani kepadai 

dusuniyang bersangkutan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii tentang apakah semua 

masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii, diperoleh informasi 

bahwa: 

Tidak semua warga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang 

ada di Desa Sungai Paku ini, cuma beberapa orang saja yang ikut dan 

mendapatkan upah (hasil wawancara tanggal 6 November 2018). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii tentang 

apakah dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dilakukan oleh warga secara gotong 

royong, diperoleh informasi: 

Pembangunan fisik disini dikerjakan oleh beberapa orang masyarakat saja 

bagi yang mau ikut, dan diberikan upah, bukan secara gotong-royong oleh 

masyarakat desa (hasil wawancara tanggal 8 November 2018). 
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Sementara hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis terindikasi 

bahwa semangat gotong royong masyarakat desa masih sangat rendah,  

ditunjukkan dengan pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan secara gotong 

royong, walaupun ada sebagian masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan 

fisik, itu karena diupah. Selain itu masyarakat kurang berpartisipasi dalam 

menjaga hasil pembangunan yang ada seperti bila ada kerusakan masyarakat 

hanya mendiamkan saja. 

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

menyimpulkan pelaksanaan pembangunan fisik Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dapat dikategorikan “Cukup Baik” 

atau pada persentase 52.94 %. 

3. Pengawasan Pembangunan Desa  

Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasikan 

mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan fisk Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii. Untuk melihat 

pengawasan pembangunan fisik Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii, penulis menetapkan tiga penilaian yaitu: 

1. Pengawasan oleh masyarakat 

2. Evaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan 

3. Laporan realisasi 
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Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembangunan fisik Sungaii 

Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel V.6 Tanggapan Reponden Tentang Pengawasan Pembangunan  Fisik 

No Sub Indikator 

Kategori Pengukuran 

Baik 
Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 
Jumlah 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Pengawasan oleh 

masyarakat 

 

Evaluasi perkembangan 

dan kemajuan 

pembangunan 

 

Laporan realisasi 

8 

(23.52 %) 

 

4 

(11.76%) 

 

 

2 

(5.88%) 

20 

(58.82%) 

 

26 

(76.47%) 

 

 

24 

(70.58%) 

6 

(17.64%) 

 

4 

(11.76%) 

 

 

8 

(23.52%) 

34 

(100 %) 

 

34 

(100 %) 

 

 

34 

(100 %) 

 Jumlah 14 70 18 102 

 Rata-rata 5 23 6 34 

 Persentase 14.70 % 67.64 % 17.64% 100 % 

Sumber: Olahan penelitian, 2018. 

 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator 

pengawasan pembangunan fisik Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii yang dinilai pada item pertama yaitu pengawasan 

pembangunan fisik oleh masyarakat Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii sebanyak 8 orang atau 23.52 % mengatakan baik, 

sebanyak 20 orang atau 58.82 % mengatakan cukup baik dan sebanyak 6 orang 

atau 17.64  % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan sementara 

terhadap pengawasan pembangunan fisik oleh masyarakat Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii cukup baik. 

 Pada item kedua yaitu evaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan 

pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 
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Kuantani Singingii diperoleh sebanyak 4 orang atau 11.76 % mengatakan baik, 

sebanyak 26 orang 76.47 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 16 

orang atau 47.05 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan 

sementara terhadap evaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan 

fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii 

cukup baik. 

 Pada item ketiga yaitu menanggapi laporan realisasi pelaksanaan 

pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingii diperoleh sebanyak 2 orang atau 5.88 % mengatakan baik, 

sebanyak 24 orang 70.58 % responden mengatakan cukup baik dan sebanyak 8 

orang atau 23.52 % mengatakan kurang baik. Dengan demikian kesimpulan 

sementara terhadap laporan realisasi pelaksanaan pembangunan fisik Desa Sungaii 

Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii cukup baik. 

 Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan 

responden, dapat diambil kesimpulan rata-rata tanggapan responden tentang    

pengawasan pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii sebanyak 23 orang atau 67.64 % mengatakan 

pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii cukup baik, artinya pengawasan pembangunan fisk 

Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii telah 

dilaksanakan, namun hanya bersifat formalitas saja. 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii tentang bagaimanakah 
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pengawasan pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii, diperoleh informasi bahwa: 

Pengawasan pembangunan desa yang dilakukan telah dilaksanakan dengan 

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada 

di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi yang mulai meningkat (hasil wawancara tanggal 6 November 

2018). 

 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua BPD Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii bagaimanakah 

pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi, diperoleh informasi bahwa: 

Masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini 

karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Selain masyarakat, 

Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 

pembangunan desa (hasil wawancara tanggal 6 November 2018). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mekar Selatan Desa 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii tentang 

bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan 

pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingii, diperoleh informasi: 

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan masih 

rendah, karena masyarakat sibuk dengan pekerjan mereka masing-masing, 

masyarakat pada pagi hari pergi ke kebun dan pada malam hari mereka 

beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi hari. Mungkin hal ini yang 

menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah (hasil wawancara 

tanggal 14 Oktober 2016). 

 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa 

pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan 

perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. 
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Sementara hasil pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa 

pengawasan pembangunan fisik di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi masih lemah, disebabkan karena perangkat desa dan 

masyarakat desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi disibukkan dengan kegiatan sehari-hari, waktu dan tenaganya digunakan 

untuk usahanya masing-masing. 

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

menyimpulkan pengawasan pembangunan fisik Desa Sungai Paku Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan “Cukup Baik” 

atau pada persentase 67.64 %. 

Dari analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik rekapitulasi 

jawaban responden yaitu: 

Tabel V.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Penyelenggaraan Tugas 

Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sungaii Pakui 

Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii. 

 

No Sub Indikator 

Kategori Pengukuran 

Baik 
Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 
Jumlah 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Perencanaan 

pembangunan  

 

 

Pelaksanaan 

pembangunan 

 

 

Pengawasan 

pembangunan 

3 

(12.50%) 

 

 

4 

(11.76%) 

 

 

5 

(41.76%) 

21 

(61.76 %) 

 

 

18 

(52.94 %) 

 

 

23 

(67.64 %) 

10 

(29.41 %) 

 

 

12 

(35.29%) 

 

 

6 

(17.64 %) 

34 

(100 %) 

 

 

34 

(100 %) 

 

 

34 

(100 %) 

 Jumlah 12 62 28 102 

 Rata-rata 4 21 9 34 

 Persentase 11.76 % 61.76 % 26.47 % 100 % 

Sumber: Olahan Penelitian, 2018. 
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Dari analisa pada tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungaii 

Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dapat 

dikategorikan “cukup baik” dengan rata-rata jawaban sebanyak 4 orang atau 11.76 

% mengatakan penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik 

Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii 

mengatakan baik,  sebanyak 21 orang atau 61.76 % mengatakan penyelenggaraan 

Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani 

Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii cukup baik dan sebanyak 9 orang 

atau 26.47 % mengatakan penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Desa Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri 

Kabupateni Kuantani Singingii tidak baik. 

Berdasarkan analisis hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan 

fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan dari responden 

tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa 

Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni Kuantani Singingii dari sub 

indikator perencanaan pembangunan dalam kategori pengukuran cukup baik, 

pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup baik dan pengawasan 

pembangunan juga cukup baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: penyelenggaraan tugas kepala desa dalam pembangunan fisik 

desa Sungai Paku cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi 

tanggapan dari responden tentang penyelenggaraan Tugas Kepala Desa dalam 

pembangunan fisik Desa Sungaii Pakui Kecamatani Singingii Hiliri Kabupateni 

Kuantani Singingiidari sub indikator perencanaan pembangunan dalam kategori 

pengukuran cukup baik, pelaksanaan termasuk dalam kategori pengukuran cukup 

baik dan pengawasan pembangunan juga cukup baik. 

 

2. Saran 

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa Sungai Paku sebaiknya lebih memperhatikan masalah-

masalah yang ada di desa terkait partisipasi masyarakat desa yang masih 

rendah. Seharusnya pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam 

proses pembangunan desa.  

2. Kepada masyarakat Sungai Paku diharapkan ikut mengawasi penggunaan 

Dana Desa agar program pembangunan fisik terlaksana dengan baik. 
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